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PUTUSAN
Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Tgrs
Sl 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. --, tempat/tanggal lahir Bandung 28 Desember 1997,
umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
karyawan, tempat kediaman di KOTA TANGERANG
SELATAN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. --, tempat/tanggal lahir Jakarta 30 April 1997, umur
26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
karyawan, tempat kediaman di KOTA TANGERANG
SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2024 yang
didaftarkan di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor
147/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 4 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah

melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2019, dihadapan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota

Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah

Nomor : --tertanggal 19 Februari 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup

bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di KOTA

TANGERANG SELATAN,;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah
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mempunyai anak sebagai berikut :

3.1. Nama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON
NIK -
Jenis Kelamin . Laki Laki
Anak ke 01
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta 19-07-2019
Pendidikan : Belum Sekolah
Diasuh oleh : Ibu nya (Termohon)

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak Januari

2021 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal- hal

sebagai berikut :

4.1. Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain;

4.2. Masalah keuangan, masalah dalam hubungan keluarga, perbedaan
ekspektasi;

5.

Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Pemohon dengan

Termohon telah berpisah rumah sejak 14 Juli 2022, dan tidak berhubungan

lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak

pernah berkomunikasi dan tidak ada upaya untuk rukun kembali sebagai

suami isteri;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan agar

Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan

tetapi karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah

tangganya dengan Termohon, sehingga tersebut usaha tersebut tidak

berhasil;

8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit

untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang rukun dan

harmonis, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan perceraian ini adalah

pilihan dan alternative terbaik untuk Pemohon dengan Termohon;
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9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan
ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-
adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor
147/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal 5 Januari 2024 dan 18 Januari 2024 yang
dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali
dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena
Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang
maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan
keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Tangerang Selatan NIK --, atas
nama Pemohon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-
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nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: --tertanggal 19 Februari 2019,
atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota
Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-
nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
lalu diberi tanda P.2;
B. Saksi:
1. SAKSI 1 adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
terikat dalam pernikahan sejak Februari 2019 yang lalu dan hingga
kini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di
KOTA TANGERANG SELATAN sampai pisah rumah;
- Bahwa sejak lebih kurang sejak Januari 2021 yang lalu atau
2 tahun setelah menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon
mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan
Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi melihat
Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena
Termohon sering menuntut sesuatu diluar kemampuan Pemohon,
Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon
sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan pihak keluarga
Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon
dan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal sejak Juli 2022 atau sekitar 1,5 (satu setengah) tahun
yang lalu karena setelah terjadi pertengkaran, Pemohon pergi
meninggalkan Termohon dan tempat kediaman bersama karena
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tidak tahan dengan sikap Termohon dan kemudian Pemohon pulang
ke rumah saksi di KOTA TANGERANG SELATAN;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan
kembali Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar
mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak
berhasil, dan sekarang Pemohon tetap pada keinginannya untuk
bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI| 2 adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
terikat dalam pernikahan sejak Februari 2019 yang lalu dan hingga
kini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di
KOTA TANGERANG SELATAN sampai pisah rumah;
- Bahwa sejak lebih kurang sejak Januari 2021 yang lalu atau
2 tahun setelah menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon
mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan
Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi melihat
Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena
Termohon sering menuntut sesuatu diluar kemampuan Pemohon,
Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon
sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan pihak keluarga
Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon
dan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal sejak Juli 2022 atau sekitar 1,5 (satu setengah) tahun
yang lalu karena setelah terjadi pertengkaran, Pemohon pergi
meninggalkan Termohon dan tempat kediaman bersama karena
tidak tahan dengan sikap Termohon dan kemudian Pemohon pulang
ke rumah orang tua Pemohon di KOTA TANGERANG SELATAN;
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- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan
kembali Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar
mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak
berhasil, dan sekarang Pemohon tetap pada keinginannya untuk
bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan
cukup dan tidak menyatakan keberatan, selengkapnya sebagaimana termuat
dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya
tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon selengkapnya
sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat
dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama,
dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan
perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor
Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara
absolut (absolute competentie) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat
permohonan Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon di
persidangan, telah ternyata Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2)
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka
Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif (relative competentie)
untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang
dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan
ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa
Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah,
sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan
dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona legal
standing in judicio), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan
tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis
telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai
dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus
dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena
pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum
Islam, maka pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk
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datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Pemohon telah hadir sendiri
sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/ wakilnya yang sah,
meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata
ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah
menurut hukum (default without reason), oleh karena itu Termohon harus
dinyatakan tidak hadir dan Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil
permohonan Pemohon dan tidak bermaksud lagi untuk mempertahankan hak-
hak keperdataannya, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata
melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,
maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan
dan beralasan menurut hukum dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya
Termohon);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon bercerai dengan Termohon
adalah karena sejak bulan Januari 2019 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon
dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya
disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas,
dan puncaknya sejak tanggal 14 Juli 2022 setelah terjadi pertengkaran dan
perselisihan, kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal
karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tempat kediaman bersama
dan tidak pernah lagi berkumpul kembali dalam rumah tangga dan pihak
keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan
Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan sekarang Pemohon
tetap pada keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah
termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan
pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang
perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan
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untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka
sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006
tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman Teknis Administrasi
dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk
mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum
permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi
sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Pemohon
tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tangerang, Hakim
berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik,
yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat
(bindende), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdata,
khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan
pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen
sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus
dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara
materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan
yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dan dari
bukti P.1 tersebut di temukan fakta bahwa Pemohon bernama PEMOHON, NIK.
--, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 28 Desember 1997 dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon
tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu
akta autentik, yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan
mengikat (bindende), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868
KUHPerdata, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai
ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah
dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan
harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan
secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat
keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon
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dan karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus
dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat
dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan
Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu
mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau
orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang
saksi yang berasal dari pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan
Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang dalam
penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil
sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 144-145 HIR jo. pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di
bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 147 HIR sehingga dengan
demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 2 orang saksi
Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang
saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-
saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian
dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan
untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 170-171 HIR, yang
pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan tentang telah terjadinya
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat (P.1
dan P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon di
persidangan terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah

pada tahun 2014 dan hingga kini telah dikaruniai 1 orang anak;
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- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon karena Termohon sering menuntut sesuatu diluar kemampuan
Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon
sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan pihak keluarga Termohon
sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
selama sekitar sekitar 1,5 (satu setengah) tahun dan tidak pernah lagi
berkumpul dalam rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali
Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan
sekarang Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang
dihubungkan dengan dalil-dalii permohonan Pemohon, maka Majelis
menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dan masih
terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Februari 2019;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, hal ini terbukti
dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon yang
hingga sekarang telah berlangsung selama lebih kurang sekitar 1,5 (satu
setengah) tahun;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali
Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil
karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan
sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling

tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;
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Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan
sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini
menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan
rumah tangganya dengan Termohon, meskipun pihak keluarga dan Majelis
Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, dan dalam
perkara ini antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal
dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak
meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah
memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon
dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka
tersebut telah dapat dikatagorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini
Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini
Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), selain itu saat sekarang
Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah
berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk
dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang
menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat
bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dalam
waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi
tersebut;
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Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober
1991 vyang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi
mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut,
melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan
sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak
yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka
berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim perlu
memperhatikan Surat Edaran Mahakamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada
huruf C angka 1 Sema tersebut menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan
alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika
terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah
berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta
hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT” dan telah dalam
pemeriksaan perkara ini serta fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut dalam
pertimbangan di atas bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan yaitu sekitar 1,5 (satu
setengah) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah
tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan
perkawinan, sebagaimana penafsiran “a contrario” dari ketentuan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
(Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-
Rum ayat 21 yang berbunyi:
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Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman
Allah dalam Surat Al Bagarah ayat 227:
alle Eoiw Al 518 GWTs3 32 35
Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, Maka

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah
tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat
negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat,
oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula
dengan kaidah figh yang berbunyi sebagai berikut:
tdladl > Lo pado awlaol |)s
Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)

daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukan ketentuan Hukum Islam di
dalam Kitab At-Thalak Fi Syari‘atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang
selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

e aizsal slia STl 055 c5 GV il ale LoURIT ] &5l 22 &
oDl 5535 asl8]

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat
untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak
dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak
adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada
hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini
perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak

berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi lhsan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai
dengan Pasal 125 HIR dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon
telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon
pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2
(dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan
izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh
karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan
Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang
dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga),
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
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3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Tigaraksa ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah

Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan
tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum. sebagai
Ketua Majelis, Drs. Nazaruddin, M.H.l. dan Drs. H. Martias masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga didampingi oleh Hakim
Anggota yang sama, dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Nazaruddin, M.H.I. Drs. H. Martias

Panitera Pengganti

Adhiaksari Hendriawati, S.HI., M.H.
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Perincian Biaya:

1. PNBP Rp. 40.000,00
2. Proses Rp. 105.000,00
3. Panggilan Rp. 740.000,00
4. Materai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 895.000,00
(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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